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PERJANJIAN KERJA SAN4A

ANTARA

DINAS PEMBBRDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA SALATIGA

DENGAN

UPI RUMAH SAKIT UMUM DAtrRAH
KOTA SALATIGA

NOMOR

NOMOR

'410 / g2fi /':1cl
119 / oo3t /4a2'l

TENTANG

PELAYANAN KELU,A.RGA BERENCANA
(MBDIK OPERASI WANITA DAN MEDIK OPERASI PRIA)

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HtrNNI IVIULYANI, SE, IVIAP, MA.
NIP. : 1972O318 199603 2 005
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Alamat : Ji. Hasanudin No. 110 B Salatiga.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Pelindqngan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Sa-latiga, untuk selanjutnya dalam
perjaljian ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

NIP

Jabatan

: dr. SRI PAMUJI BKO SUDARKO, M.Kes

: 19650127 2OA2i2 1 001
: Plt. Direktur UPID Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kota Salatiga.
: Jl. Osamaliki 19 Salatiga.
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Daiam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini
disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian
kerjasama tentang Pelayanan KB (Medik operasi wanita dan Medik
operasi Pria ) menurut ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

DASAR HUKUN4

Pasal 1

1. Undang-undang No. 29 Tahun 2oo4 tentang praktek Kedokteran;
2- Undang-Undang No. 36 Tahun 2oog tentang Kesehatan;
3- Undang-Undang Nomor 44 Takrun 2oog tentang Rumah sakit;
4. undang-Unddng Nomor s2 Tahun 2oog tentang perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2ol4 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2AA tentang Keperawatan;
B. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah Pusat dart Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2;

10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahuh 2Ol3 tentang Jaminan Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OAT tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 lMenkes/SK/20O8 tentang

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/SK/VIII 2OOg tentang

Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016, Perubahan atas

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 Tahun 2016, tentang Standar

Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentalg Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,Keluarga Berencana dan

Sistem Informasi Keluarga;
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16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2OtI tentang Retribusi
Jasa Umum;

18. Peraturan Whlikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan
Internai Rumah Sakit Umum Daerah (Hospital bg Law)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2Ol7;

19. Peraturan Walikota Salatiga 27 Tahun 2Ot2 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah;

20, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 060/356 /2OO8 tentang Badan
Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD) Kota Salatiga sebagai
Badan Layanan Umum Daerah Kota Salatiga;

2L.Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2A78 tentang
Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga

22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 1 1 1 Tahu n 2O2O tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Kelu arga Berencana.

KETENTUAN UMUM

Pasa] 2
UPID Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga adalah institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan dan gawat darurat;
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah Lembaga Teknis
Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencanal
Keluarga Berencana ada-lah upaya peningkatan kepedulian dan peran

serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan
keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera;
Pelayanan Kontrasepsi adalah upaya perencanaan keluarga dalam
mengatur jumlah anak yang diinginkan dengan cara menunda,
menjarangkan, atau mengakhiri masa kesuburan dengan menggunakan
salah satu mgtode kontrasepsi sesuai pilihannya;

)
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5. Pelayanan KB di RS adalah pelayanan medik dan non medik bagi
pasangan Usia Subur untuk menunda, menjarangkan dan mengakhiri
masa kesuburan dengan menggunakan salah satu metode kontrasepsi,
penanganan komplikasi dan kegagalan termasuk kemungkinan
rekanalisasi yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

6. Kontrasepsi Mantap adaiah tindakan untuk membatasi kelahiran da-lam
jangka waktu yang tidak terbatas melalui suatu tindakan operasi kecil
dengan cara mengikat dan memotong saluran telur pada istri
(Tubektomomi) atau mengikat dan memotong sa-luran sperma pada suami
(vasektomi) atas permintaan yang bersangkutan secara sukarela;

7. Pelayanan Konseling adalah pelayalan untuk memberikan bantuan
informasi kepada klien dalam pengambilan keputusan pemilihan
kontrasepsi yang cocok, Dalam memberikan pelayanan ini menggunakan
Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) ber-KB;

8. Klien adalah salah satu Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat
(PUS) merupakan calon atau peserta KB;

9. Penapisan klien adalah suatu prosedur selektif yang sesuai dengan
kebutuhan sebelum dilakukan tindakan medis, antara lain menalyakan
identitas, riwayat, penyakit dan kehamilan serta melakukan pemeriksaan

fisik.
10. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembed.ahan kepada pasien

yang menggunakan pembiusan (lokal Umum) atau tanpa pembiusan.

1 1. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat
(FKRTL) adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan

perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi

rawat jaian tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap

di ruang perawatan khusus.

t2. Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat

PKBRS merupakan salah satu Program Pemerintah untuk menurunkan
jumlah angka kematian materna-l atau kematian ibu hamil (kematian

wanita sewaktu hamil, melahirkan atau dalam 42 hari sesudah

berakhirnya kehamilan) dan menekan angka pertumbuhan penduduk.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana;

2. Pelayanan Medik Operasi Pria; dan

3. Pelayanan Medik Operasi Wanita.
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MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

i. Maksud perjanjian kerjasama ini untuk pemberikan pelayanan
Keluarga Berencana kepada masyarakat, khususnya tindakan Medik
Operasi Pria dan Wanita di RSUD Kota Salatiga.

Tujuan :

a. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya
manusia, sarana dan prasararra.

b. Meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana dalam hal
mengakhiri masa kesuburan

c. Menekan laju pertumbuhan penduduk.

TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelayanan Keluarga Berencana di FKRTL Pelayanan tubektomi interval yang
pasien umum, dengan ketentuan :

a. Tindakan tersebut dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2oll tentang Retribusi Jasa
Umum;

b. Mengikuti sistem Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Rumah Sakit Umum Daerah.

PasAl 6
Pelayanan Keluarga Berencana di FKRTL Pelayanan tubektomi interval dijamin
oleh BPJS Kesehatan, dengan atau tanpa persalinan, dengan ketentuar :

a. Tindakan tersebut tidak dibiayai oleh Program Pemerintah lainnya;
b. Mengikuti sistem rujukan beq'enjang dan prosedur pelayanan kesehatan

pada program JKN.

Pasa-l 7
(1) Pihak Pertama memberikan data calon akseptor Keluarga Berencana

yang akan mendapatkan pelayanan di Pihak Kedua.
(2) Pihak Pertama mendaftarkan ca-lon akseptor Keluarga Berencana yang

akan mendapat pelayanan ke Rumah Sakit Umum Daerah dengan
melengkapi persyarakat sebagai berikut:
a. Identitas Calon Akseptor;
b. Surat rekomendasi/pengantar yang dikeluarkan Pihak Pertama.
c. Surat keterangan Screnning Kesehatan.
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HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 8
(1) HAK PIHAK PERTAMA:

a Mengirimkan akseptor KB Medik operasi pria dan wanita;
Mendapatkan fasiritas pelayanan Mop dan Mow sesuai standarb

(2) HAK PIHAK KEDUA:
a. Mendapatkan data calon akseptor;
b. Mengatur waktu pelaksanaan;
c. Menentukan diagnosis tindakan medik operatif;
d. Mendapatkan biaya pelayanan Medik Operasi KB

Pasal 9
(1) KBWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

a' Melakukan koordinasi pelaksanaan pengiriman aksptor Mop dan
MOW;

b. Memberikan data akseptor KB;
c. Membayar biaya pelayanan Medik operasi pria dan wanita;
d. Mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di RSUD.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
a. Memberikan pelayanan Medik operasi pria dan wanita;
b. Memberikan fasilitas, sarana dan prasarana serta pelayanan konseling

KB;

c. Memberikan Fasilitas Pelayanan pasca operasi apabila ada keluhan.

ADMINISTRASI KtrUANGAN

Pasal 10

Biaya Pelayanan Nledik Operasi Pria dan Wanita ditetapkan berdasarkan
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga 27 Tah'un
2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada

Rumah Sakit Umum Daerah dan Peraturan Walikota Salatiga 13 Tahun 2Ol7
tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum Daerah.

Pasal 1 1

(1). Pembayaran atas biaya Jasa Pelayanan IVIedik Operasi Pria dan Wanita

oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pasai

10 diiaksanakan melaiui Kasir/Bendahara Penerima pada Bagian

Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
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(2). Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah
penyelesaian administrasi di Pihak Pertama, paling lambat 1 (satu) bulan
sejak Pihak Kedua mengajukan klaim.

(3). Daiam hal terjadi perubahan tarip dalam masa berlakunya perjanjian ini,
maka Pihak Pertama berkewajiban menyesuaikan tarip yang berlaku
pada Pihak Kedua.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

LAIN-LAIN

Pasal 12
(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peq'anjian kerja sama ini akan

ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua beiah pihak.
(2ll. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian

kerjasama ini akan dibuat addendum berdasarkan persetujuan kedua
belah pihak, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari per.1'anjian

kerja sama ini.
(3). Surat pemberitahuan/surat menyurat lainnya yang berhubungan dengan

perjanjian kerja sama ini dapat disampaikan kepada : .

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SALATIGA

Jl. Hasanudin No. 1 10 B Salatiga. Kode Pos 5071
Telp. (0298) 326063 Faks. (0298) 3t42O6

PIt. DIREKTUR UPID RSUD KOTA SALATIGA.
Jl.Osamaliki No.19 Salatiga, Telp. (0298) 324A74,
Faks (0298) 321925
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PIHAK KEDUA

(1). perjanjian kerja sama ini berl;;;a:J,Lr 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal 4 Januari 2O2L s/d 31 Desembet 2O21 dan dapat
diperbaharuildiperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

(2). Pihak yang menghendaki perjanjian kerja sama ini diperbaharuil
diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan
secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum
berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

(3). Berakhirnya pery'anjian kerja sarna ini tidak membebaskan kedua belah
pihak untuk menyelesaikan kewqjibannya yang sedang berjalan.

PIHAK PERTA\4A :



(1)

PBNUTUP

Pasal 13

perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak'

tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai

secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat

diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila

diperlukan.
perjanjian keda sarna ini dianggap sahlberlaku setelah ditandatangani

oieh kedua belah pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini'
(21

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PtrNDUDUK DAN
JARGA BERENCANA

SALATIGA

PIHAK KEDUA,

Plt. DIREKTUR UPID RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA SALATIGA f{

0,tA/

HENNI MULYANI, SE, MAP dr.i1-

NrP. 19720318 i99603 2 005

SAKSI-SAKSI:

i. Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

2. Penanggung Jawab PKBRS

200212 1 001

MARSITO SE
NIP.19660316 199i03 1 007 1

E tll.-

R. SRI HATMANA. S.

8

UPID
&$

NrP" 19731106 199903 1 003
M.Si

Nelw


